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WALIKOTA PALEMBANG 
PERATURAN WAL{KOTA PALEMBANG 

NOMOR b 8 TAHUN 2011 

TENTANG 

l'ELAKSANAAN PERA TURAN DAERAH KOTA l'ALEJ\-IBANG 
NOMOR 16 TAHUN 201J TENTANG RETRlBUSl JASA UMUM 

PENYELENGCARAAN TRANSPORT ASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pa<;a) 33 ayat (3) Peraturan Daerab Kota 
Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
Penyelenggaraan Transportasi yang telah diundangkan dalam Lembar-dl Daerah 
Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 16 SERI C tanggal 10 Agustus 2011, perlu 
menetapkan pcraturan pelakssmmmnyn ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 11, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Peraturan 
Oaerah Kota Palembang Nomor J 6 Tahun 2011 tcntang Retribusi Jasa Umum 
Penyelenggaraan Trnnsportasi. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerdb Tingkat 
11 dan Kotapraja di Swnatera Selatan (Lembaran Negara RI Ta1uil I 959 
Nomor 73, Tambahan LembamnNegara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kilab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3209) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara RI Tahuu 1997 Nomor 68, Tambahan Lcmbarnn Negara RI 
Nomor 3699); 

4. Undang-Undnng Nomor IO Tahun 2004 tenlang Pembentukan Pcraturan 
Peruudang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembarnn Negara RI Nomor 4389); 

5. Undang-Undans Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakbir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahw, 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Peroerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahao Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

6. Uodang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintahan Pusat dan Pemerinlal1ai1 Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

7. Uodang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembarao Negara RI Tahun 2004 
Nomor 4444 ); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara 
RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RJ Nomor 4849 ); 

9. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rctribusi 
Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Peugelolaan 
Lingkunsan Hidup (1.emhilran Negara RI Tahuo 2009 Nomor 68, Tambaban 
Lembaran Negara Rl Nomor 5059); 



Meaetapkan 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun I 993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3527); 

12. Peratw-an Pemeriotah No.mor 42 Tahun 1993 tcntang Pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, 1ambahaa 
Lembaran Negara RI Nomor 3528); 

13. Penuwau Pemedntah Nomor 43 Tahun 1993 teotang Prasarana dan Lalu Lintas 
(Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Nee;ara RI 
Nomor 3528); 

14. Perdlurdll Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 teotang Kendarnan dan Pcngemudi 
(Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3530); 

15. Pcraturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembarai Negara 
RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4655)~ 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins~ dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 28, Tambahan Lembardll Negara RI Nomor 4737); 

17. Peraturan Pcmcrintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang KepeJabuhanan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 J\omor 151, Tarnbahan Lembaran Negara R1 
Nomor 5070 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembarnn 
Negara RI Tahun 2010 Nomo1 8, Tambahaa Lembaran Negara RI Norr.or 5093); 

19. Peraturnn Pemerintah Nomor 20 Tabuo 20 IO tentang Angkutan di Perairan 
(Lcmbaran Ncgllnl RI Twiwt 2010 No1111,r 26, Twubahan Lembaran Negara RI 
Nomor 5108) sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2011 lemang Perubahan atas Peraturan Pemerintab Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 
43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5208) ; 

20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman 
dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 No~ior 76) 
sebagaimana telah diubah dengan Pernturnn Daerah Kota Palembang '-l'Qlllor 13 
Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembarnn D-<1ernh Kola 
Palembang Tahun 2007 Nomor 13) ; 

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 T ahun 2004 ten tang Pembioaan 
dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negcri Sipil (Lembaran Daerah 
Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31 ); 

22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tabun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Palembang (Lembarnn Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

23. Peraturao Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembeotukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerab Kola Palembang (Lembaran 
Daerah Kota .Palembang Tahun 2008 Nomor 9), 

24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 teotang 
Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 
Nomor 14 SERIE); 

25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2011 Nomor 16 SERI C). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN 
PERATUR.AN DAER.AH KOTA PALEMBANG NOMOR. 16 TAHUN 2011 
TENTANG RETRJBUSl JASA UMUM PENYELENGGARAAN 
TRANSPORTASI. 

Pasal l 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 20 l l tentang 
Rctribusi Jasa Umum Penyeleo.ggan:t30 Tr~n.~rta.;.i. 



PasaJ 2 

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Perbubungan Kota 
Palembang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 6 
Tahun 201 l tentang Retribusi Jasa Umum Penyelcnggaraan Transportasi. 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui.uya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, 
dengan penempatannya dalan1 Berita Daerah Kota Palembang. 

0!\1nc1..i.t1gk.an di pal>ffllbana ~. 
Pede C.nggal lf> ... 8.. 2011 

SEKRETARJS DAERAH 
f\OTA PA.U;MBAN8 # 

~:UP;~,n::---- -
BERITA DAERAH KOTA PALEMBAIIG' 

TAHUN 2011 IIOMOR 68 

Ditetapk.a.u di Palembang 
pada tanggal 10 Agustus 201 I 

'ALIKOTA PALEMBANG, 

R. EDDY SANT ANA PUTR<\ 


